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Advokat pada Kantor Hukum LUKMAN FIRNANDO, S5.H., M.H. & PARTNERS,

bertindak berdasarkan Sorat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2026, untuk dan atas nama:
RUSHADI, selanjuinya disebui sebagai PEMBANDING (semula Penggugat).

Melawarn:

KUD LESTARI MULIA selanjuinya disebut Tergugat |

BAMBANG HERMANTO selanjutnya disebut Tergugat T1

Notaris dan PPAT SYAIFUL BAHRLS.H. selanjutnya discbut Tergugat 111
BASUKI selanjutnya disebut Tergugat IV

DEWI SURYANTI selanjutnyva disebut Tergugat V

TUMIRAN selanjutnya discbut Tergugat V1

SUKAD selanjutnya disebut Turut Tergugat I

NINIK UMAIDAH selanjutnya disebut Turut Tergugat 11

NOTARIS dan PPAT RAHMINI, 8.H.M.Kn selanjutnya disebut Turut Tergugat
Il

10. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya selanjutnya disebut Turut

S

® @

Tergugat 1V

Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam perkara g quo, sclanjutnya disebut
TERBANDING,



Il. PERNYATAAN BANDING
Bahwa Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negen Pulau Punjung

Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Plj, dan oleh karenanya mengajukan upaya hukum banding,

111 ALASAN-ALASAN BANDING
1. Judex Facti Salah Menerapkan Hukom (Error in Law)
Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mencrapkan hukum, khususnya dalam:
Menilai kepemilikan dan penguasaan fisik tanah
Tidak mempertimbangkan prinsip hukum agraria bahwa:
“Penguasaan fisik yang lama dan tanpa gangeuan merupakan fakta hukum yang kuat™
Faktanya:
I. Pembanding menguasai tanah sejak tahun 2003 (£22 tahun) tanpa sengketa.
2. Tidak ada pihak lain yang menguasai objek sengketa.
Mamun fakta ini tidak dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Hakim.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Ketiadaan Bukti Tertulis dan Saksi
Jual Beli.
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:
Tidak adanya bukfi tertulis dan fidak adanya saksi yang menyaksikan jual beli antara
Sukadi dan Penggugat, serta tidak terpenuhinya unsur kehati-hatian sehingga Penggugat
fidak memenuhi kriteria pembeli beritikad baik berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun
2016. (Hal 32 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2025/PN Plj)
Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai
berikut:
a. Majelis Hakim Mengabaikan Realitas Sosiologis Masyarakat Transmigrasi
Bahwa Majelis Hakim telah terlalu formil dan kaku dalam menilai pembuktian, tanpa
mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat pada saat transaksi terjadi, yaitu sekitar tahun
2003.
Faktanya:
Objek sengketa berada di wilayah masyarakat transmigrasi
Pada masa tersebut, masyarakat;
- Belum memahami prosedur hukum pertanahan secara formal:
- Tidak terbiasa menggunakan akia tertulis;
= Mengandalkan kepercayaan {frust) dan hubungan social.
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Dalam praktilk nmum:
Tual beli tanah dilakukan secarn sederhana, cukup dengan penyerahan uang dan penguasaan

fisik. Sehingga, ketiadaan bukti tertulis bukan berarti tidak pernah terjadi jual beli.

'b. Penguasaan Fisik Lebih dari 20 Tahun Merupakan Bukti Kuoat

Bahwa Pembanding telah menguasai objek tanah sejak tahun 2003 tanpa gangguan selama 423
whun. Dalam dokirin dan praktik peradilan:

Penguasaan fisik yang lama, terus menerus, dan lanpa sengketa merupakan alat bukti yang
sangat kuat.

Scharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

Penguasaan tersebut adalah konsekuensi logis dari adanya jual beli. Namun hal ini justru
diabaikan.

¢, Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Dilakukan Secara Keliru oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palan Punjung.
Majelis Hakim menggunakan SEMA No. 4 Tahun 2016 untuk menilai itikad baik, namun:
SEMA tersebut tidak boleh diterapkan sccara kaku tanpa melihat konteks peristiwa hukum.,
Fakta penting:

- Transaksi terjadi tahun 2003;

- SEMA tersebut terbit tahun 2016,

- Kondisi masyarakat saat itu belum mengenal standar kehati-hatian modem.
Sehingga transaksi jual beli antara Rusadi dengan Sukadi jauh sebelum Sema Nomor 4 Tahun
2016 terschut diberlakukan, sehingea sangat keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pulau Punjung menerapkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 dalam pertimbangan hukum nya
karena pada saat jual beli antara Sukadi dengan Rushadi Sema Nomor 4 Tahun 2016 belum

diberlakukan.

d. Kekeliruan Menilai I[tikad Baik Penggugat
Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak beritikad baik karena tidak berhati-hati.
Padahal:

- Penggugat membeh dari pihak yang dikenal (Sukadi);

= Tulak ada sengkela saat transaksi:

- Tanah langsung dikuasai secara nvata;

- Tidak ada pihak lain yang keberatan selama puluhan tahun.
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3.

Ini justru memenuhi unsur, ltikad haik subjektif dan objektitf.,

e, Tidak Dipertimbangkannya Asas Kepercayaan dalam Hukum Perdata

Ddalam hukum perdata dikenal asas;

Asas kepercayann {vertrouwensheginsel)

Dimana Para pihak boleh bertransaksi berdasarkan kepercayaan Terutama dalam masyarakat
sederhana Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan asas ini.

f. Pertimbangan Hakim Bertentangan dengan Rasa Keadilan
Akibat pertimbangan terscbut:
¥ Penpgugat yang menguasai tanah selama puluhan tahun justru dinsgikan;
¥ Pihak yang memperoleh hak secara tidak sah justru dilindungi.
Hal ini bertentangan dengan prinsip:
v Keadilan;
¥ Kepastian hukum;
¥ Kemanfaatan hukum.
Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:
¥ Bersifat formalistis;
v Mengabaikan kondisi sosiologis masyarakat;
¥ Salah menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2016;
¥ Tidak mencerminkan keadilan substantif
Sehingga patut untuk dikesampingkan dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang,

Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Pembayaran Cicilan kepada KUD
Lestari Mulyva

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Dalil Pemggugat mengenai cicilan pembayaran kepada KUD Lestari Mulya tidak
beralasan hukum untuk dikabulkan. (Hal 33 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G2025/PN
Plj)

Bahwa pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Penggugat kepada KUD Lestari Mulya adalah
bukti kepemilikan Penggugat terhadap tanah ojek perkara dan hal tersebut telah disampaikan
oleh saksi Edi Siswoyo dihadapkan persidangan bahwa yang melakukan cicilan ampai
pelunasan tanah objek perkar adalah Penpgugat dan saksi Edi Siswoyo sendiri yang menerima



Pelunasan dari Penggugat, karena Sakksi Edi Siswoyo pada saat itu schagai Sekretarr is pada

KUD Lestari Mulya. ’
a. Pembavaran kepada KUD Merupakan Fakta Hukum yang Relevan
Bahwa tindakan Penpgugat melakukan pembayaran cicilan kepada KUD Lestari Mulya
bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan:
- Merupakan kelanjutan dari transaksi jual beli dengan Sukadi;
- Menunjukkan adanya penguasaan dan tanggung jawab atas objek tansh objek perkara;
- Menggambarkan bahwa Penggugat diposisikan sehapai pihak yang menguasai dan
memiliki tanah objek perkara ;
Bahwa dengan demikian sangat keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau
Punjung menyatakan bahwa pembayaran cicilan oleh Penggugat kepada KUUD Lestari Mulya
tidak berdasarkan hukum;

b. Majelis Hakim Tidak Memahami Skema Transmigrasi dan KUD
Dalam praktik masyarakat transmigrasi, tanah seringkali terkait dengan:

- Program pemerintah,

- Fasilitas melalw KUD,
Pembayaran dilakukan:

- Secara bertahap (cicilan);

- Melalui KUD sebagai perantara.
Sehingga Pihak yang melakukan pembayaran cicilan kepada KUD adalah pihak yang diakui
secara sosial dan faktual scbagal pemilik/penggarap. Namun Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan konteks ini.

¢. Pembayaran Adalah Bentuk Penguasaan dan Itikad Baik
Bahwa tindakan Penggugat membayar cicilan:
- Dilakukan secara sadar dan terus menernus;
- Tanpa adanya keberatan dari pihak lain;
- Tidak pernah disengketakan pada saat itu,
Hal ini jusiro menunjukkan:
Itikad baik Penggugat sebagal pembeli dan penguasa objek
Seharusnya, hal ini memperkuat posisi Penggugat, bukan malah ditolak.



d. Kekeliruan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Tidak Langsung
Majelis Hakim hanya berfokus pada bukti langsung (formal), namun mengabaikan:
- Bukti tidak langsung (indirect evidence);
- Rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan.
Dalam perkara perdata:
Hakim scharusnya menilai keseluruhan rangkaian peristiwa hukum, bukan sepotong-sepotong
Pembayaran kepada KUD adalah bagian dari rangkaian:

Jual beli — Pengnasaan — Pembavaran — Pengelolaan

Namun diputus secara terpisah.

¢. Pertimbangan Hakim Bertentangan dengan Logika Hukum

Secara logika:

Tidak mungkin seseorang membayar cicilan atas suatu tanah, jika ia bukan pihak yang
menguasai atau merasa memiliki, Sehingga, pembayaran tersebut merupakan konfirmasi nyata

adanya hubungan hukum dengan objek sengketa. Namun logika ini tidak dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim.

Dan apabila dipikirkan secara logika, tidak mungkin seseorang yang melakukan jual beli tanah
yang di atas tansh tersebut ada tanaman sawit yang mempunyai nilai finansial dan
menghasilkan uang setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut;

1. Bahwa jual beli pertama yang dilakukan olch Sukadi kepada Minik Umaidah dilakukan pada
tangggal 9 Desember 2002 berdasarkan akta jual beli nomor 63/PPAT/XIIET-2002. Akan
tetapi saudara Ninik Umaidah tidak pemah menguasai tanah objek perkara dan tidak pernah
memiliki tanah objek perkara dan dalam keterangannya pada bukti P-2 Ninik Umaidah tidak
pernah berurusan dan datang ke Kantor PPAT untuk urusan jual beli tanah dan hahkan
sampai sekarang Ninik Umaidah tidak pernah memiliki tanah di Napari Panyubbarangan
Kecamatan Timpeh Kabuupaten Dharmasraya;

2. Bahwa jual beli kedua dari ninik Umaidah kepada alm Suwandi yang dilakukan tanggal 3
Maret tahun 2006 berdasarkan akta jual beli nomor 514/JB/11-2006 yang diterbitkan oleh
Tergugat 111, akan tetapi Ninik Umaidah sebagai saksi di persidangan berdasarkan bukti P-
2 menyatakan tidak pernah melakukan kan jual beli dengan alm Suwandi dihadapan
Tergugat 111 bahkan Ninik Umaidah menyakan bahwa Ninik Umaidah tidak pernah bertemu
dengan Tergugt 111 dan Ninik Umaidah sampai saat sekarang tidak pernah memiliki tanah
di Nagari Panyubarrangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Begitu juga
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dengan al Suwandi sehagai orang yang, leriera namarya sebapgai pembeli dalam akta jual
beli jug tidak pernah menguasai tanah objek perkara;

3. Bahwa jual beli ketiga dari alm Suwandi kepada Tumiran tanggal 14 Mei 20112 berdasarkan
akia jual beli nomor 159/2012, akan letapi sejak. Tahun 2012 dilakukan jual-beli olch
Tumiran akan tetapi tidsk pemah mengusai tanah objek perkara sedangkan di atas tanah

pabjek perkara ada tanaman sawil yang mempunyai nilai finansial;

Bahwa dari rangkaian peristiwa peralihan hak sebagaimana telah dijelaskan di atas,
sangat mustahil setelah jual beli dilakukan pada tahun 2003, 2006 dan 2012 akan tetapi
tidak pernah menguasai tanah objek perkara, sedanghkan diatas ta nah objek perkara
terdapat tanaman sawit yang memiliki nilai okonomi yang bisa di hasilkan setiap

bulanmya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas peralihan hak yang dilakukan dari Sukadi ke Ninik
Umaidah tahun 2003 dan peralihan hak dari Ninik Umaidah kepada Suwandi pada tahun 2006,
dan peralihan hak dari Swwandi kepada Tumiran pada tahun 2012 adalah cacat hukum karena
Ninik Umnaidah tidak pernah berurusan dengan PPAT dan tidak pemnah melakukan jual beli
tangh di Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya berdasarkan
bukti P-2 dan data Ninik Umaidah vang ada di dalam akta jual beli dipalsukan oleh orang yang
tidak bertanggung jawab;

Maka dari itu, cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan
gupatan Pembanding;

f. Mengabaikan Asas Keadilan dan Kepatutan
Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim dipertahankan:
Maka orang vang:
- Menguasai tanah;
- Membayar kewajiban;
- Mengelola objek.
Justru tidak diakui haknya
Sebaliknya:

Pihak yang tidak pernah menguasai tanah dapat diuntunglan,
Hal ini jelas bertentangan dengan:



Asas keadilan dan kepatutan (equity and fairness)
Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:
- Mengabaikan fakta pembayaran schagai bukti penting;
- Tidak memahami kenteks KUD dalam masyarakat transmigras,
- Keliru dalam menilai hubungan hukum antara Penggugat dan objek.

Schingga patut dinyatakan cacat pertimbangan dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan
Tinggi Padang.

Pertimbangan Majelis Hakim Kelirn dalam Menilai Bukti SPPT PBB (P-6)

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak, sehingga tidak dapat dijadikan
dasar pembuktian kepemilikan Penggugat. (Hal 34 dari 42 hal. Putusan No.
6/PdLG/Z02S/PN Plj)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai
berikut:

a. Majelis Hakim Terlala Sempit Menalkirkan Fongsi SPFT PBB
Bahwa benar secara mormetil-

SPPT BB bukan-merupakan bukti kepemilikan.hak, mnamun Majelis Hakim keliru karena
hanya berhenti pada tafsir formal tersebut, tanpa mempertimbangkan:
Nilai pembuktian sebagai alat bukti pendukung (correborative evidence)
Dalam praktik peradilan:
SPPT PBB bukan bukti tunggal kepemilikan.
Tetapi merupakan:
¥ Bukti penguasaan;
¥ Bukti pemanfaatan;
¥ Bukti pengakuan negara tethadap subjek pajak.
Sehingpa SPPT PBB tetap memiliki nilai pembuktian yang relevan,

b. SPPT PBB Menunjukkan Penguasaan Nyata oleh Penggugat
Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PBB sendiri ditegaskan:

Subjek pajak adalah pihak yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas
tanah



Artinya:
MNegara mengakui Penggugat sebagai pihak yang:
¥ Menguasai;
¥ Memanfaatkan
¥ Bertanggung jawah atas nhjek tanah
Sehingga sangat tidak logis apa hila:
Di satu sisi negara mengakui Penggugat scha
tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim.

gai subjek pajak, namun di sisi lain penguasaan

¢. Majelis Hakim Mengabailian Keterkaitan SPPT dengan Bukti Lain
Bahwa bukti P-6 tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan:
¥ Penguasaan fisik sejak tahun 2003 bukti P-7;
v Pembayaran cicilan sampai Pelunasan kepada KUD Lestari
bukti P-5;
* Tidak adanya sengketa selama puluhan tahun
Sehingga, SPPT PBB adalah bagian dari rangkaian bukti yang saling menguatkan
Namun Majelis Hakim menilai secara terpisah (parsial), bukan secara menyeluruh
(kamprehensif).
d. SPPT PBB sebagai Indikator Itikad Baik
Bahwa tindakan Penggugat:
-  Mendaftarkan danfatau membayar PBB;
- Mengakui kewajiban atas tanah tersebut;
- Tidak pernah menghindari tanggung jawab.
Merupakan bentuk nyata:
Itikad baik dan penguasaan terbuka fopen possession). Seharusnya hal ini memperkuat posisi

Mulya atas nama Sukardi

Penggugat, bukan justru dikesampinghkan.

e. Kekeliruan dalam Menilai Nilai Pembuktian dalam Hukum Perdata

Dalam hukum acara perdata:

Hakim wajib menilai seluruh alat bukti secara bersama-sama (holistik)

Namun dalam perkara a quo:

Majelis Hakim hanya menilai SPPT secara formalistis, tanpa menghubungkan dengan:
v fakta penguasaan;
v pembayaran;



¥ kondisi sosial masyarakat.
Schingga, terjadi error in fudicando (kesalahan dalam menilai fakta dan bukti).
f. Pertimbangan Hakim Bertentangan dengan Hasa Keadilan
Akibat dari pertimbangan tersebut:
Pengpugal vang:
v Membayar pajak;
¥ Menguasai tanah;
v Mengelola objek.
tidak diakui haknya,
Sebaliknya, Pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban justru berpotensi dilindungi.
Hal ini bertentangan dengan prinsip:
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:
= Terlalu sempit dan formalistic;
- Mengabaikan fungsi SPPT sebagai bukti pendubung;
- Tidak menilai secara keseluruhan rangkaian bukti

Sehingga patut dinyatakan cacat pertimbangan hukum dan harus dikesampingkan oleh
Pengadilan Tinggi Padang.

5. Pertimbangan Majelis Hakim Kelira dalam Menilai Bukfi Surat Keterangan
Kepemilikan Lahan (P-7)

Bukti swrat keterangan kepemilikan lahan atas nama Rushadi yang bhenar-benar
memiliki/menguasai sebidang lahan perkebunan dengan SHM No : 358, scluas £7.500 M2 atas
nama pemegang hak : SUKADI yang mana lahan tersebut terletak di kelompok 17, Nagari
Panyubarangan, Kecamatan Timpeh dengan batas-batas

Sebelah Utara dengan :  SLAMET
Sebelah Barat dengan . RUSHADI
Sehelah Timur dengan + JARWANTO
Sehelah Selatan dengan : SUNGAL

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:
Surat Keterangan Kepemilikan Lahan (P-7) hanya merupakan pernyataan sepihak dari
Penggugat dan tidak terdapat penyataan dari Sukadi sebagai pemilik awal.

10




Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai
berikut:

a. Majelis Hakim Keliru Menyatakan Bukti P-7 sebagai Pernyataan Sepihak
Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Lahan (P-7) bukanlah permyataan sepihak semata,
melainkan:

- Dibuat secara tertulis;

- Disaksikan oleh pihak lain (Slamet Arifin dan Jarwanto),

- Diketahui dan dibenarkan oleh pejabat pemerintahan setempat (Wali Nagari)
Sehingga secara hukum, sural tersebut merupakan dokumen administratif yang memiliki nilai
pembuktian.Bukan sekadar pernyataan pribadi Pengpupgat.

b. Pengesahan oleh Wali Nagari Memberikan Kekuatan Pembuktian
Bahwa keterlibatan Wali Nagari Panyubarangan dalam surat tersebut menunjukkan:
- Adanya pengetahuan resmi dari aparatur pemerintahan;
- Pengakuan administratif atas penguasaan tanah oleh Pemerintah Nagari.
Dalam praktik hukum pertanahan di daerah:
Surat keterangan dari aparat nagari/desa merupakan alat bukti awal (prima fiocie evidence) atas
penguasaan tanah.
Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal ini.

c. Tidak Wajib Adanya Pernyataan dari Sukadi dalam Bukti Administratif
Bahwa Maijelis Hakim mensyaratkan adanya pemyataan dan Sukadi, adalah keliry, karena:
Bukti P-7 bertujuan:

- Menegaskan penguasaan saat ini oleh Penggugat;

- Bukan membuktikan ulang transaksi awal;
Tidak ada ketentuan hukum yang mensyaratkan.
Setiap surat keterangan hares memuat pernyataan dari penjual sebelumnya. Schingga, Tidak
adanya pernyataan Sukadi tidak menghilangkan nilai pembuktian P-7

d. Bukti P-7 Harus Dinilai Bersama Bukii Lain (Tidak Parsial)
Bahwa bukti P-7 berkaitan erat dengan:

v Penguasaan fisik sejak tahun 2003;

¥ Pembayaran kepada KUD;

¥" Pembayaran PBB:
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¥  Keterangan saksi mengenal penguasaan,
Sehingga, Bukti tersebut merupakan bagian dari rangkaizn bukti yang saling menguatkan.
Mamun Majelis Hakim:

¥ Menilai secara lerpisah;

¥" Tidak menghubungkan antar bukii.

Ini merupakan kekeliruan dalam metode penilaian pembuktian,

¢. Mengabaikan Realitas Administrasi Pertanahan di Masyaralat
Bahwa dalam praktik di masyarakat, khususnya wilayah:
* Transmigrasi;
¥ Pedesasn,
Dokumen seperti:
¥" Surat keterangan napari/desa
merupakan;
Bentuk pengakuan administratif yang lazim dan diakui secara sosial.
Sehingga, Menolak begitu saja bukti tersebut adalah pendekatan yang terlalu formalistic.

6. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menafsirkan Kekuatan Sertifikat
Menurut Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Serfifikat merupakan alat bukti yang kuat sehingga bukti Penggugat (P-7) tidak lebih
kuat dibanding sertifikat atas objek perkara. (Halaman 34 dari 42 hal. Putesan No.
6Pdt.G2025/PN Plj)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai
berikut:

a. Majelis Hakim Tidak Memahami Sifat “Kuat™ Bukan “Muilak™
Bahwa benar Pasal 32 ayat (1) menyatakan sertifikat adalah alat bukti yang kuat.
Mamun harus dipahami:
“kuat” # “mutlak”
Artinva:
¥ Sertifikat masih dapat dibantah;
¥ Tidak kebal terhadap gugatan;

v Tidak serta merta mengalahkan seluruh alat bukti lain.

12



Bahkan dalam norma yang sama ditegaskan:
dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan Negeri Pulau Punjung. Namun Majelis Hakim
menempatkan sertifikat sealah-olah sebagan buki absolut,

b. Sertifikat yang Cacat Proses Dapat Dibatalkan
Bahwa dalam perkara a gquo, telah didalilkan dan dibuktikan:

¥ Adanya kejanggalan dalam riwayat peralihan hak;

v" Indikasi penggunaan identitas yang tidak sah;

¥ Tidak adanya penguasaan fisik oleh pemegang sertifikat.
Sehingga, sertifikat tersebut patut diduga cacat hukum (defective fitle).
Dalam praktik peradilan:
Sertifikat yang diperoleh secara tidak sah dapat dibatalkan.
MNammun Majelis Hakim tidak menggali aspek ini.

¢, Penguasaan Fisik yang Lama Lebih Mencerminkan Kebenaran Materil
Bahwa Pembanding telah:
v Menguasai tanah sejak tahun 2003;
¥ Mengelola, membayar, dan memanfaatkan tanah;
¥" Tanpa gangguan selama +22 tahun.
Meskipun hukum acara perdata menitik beratkan pada kebenaran formil, namun hakim tetap
wajib menggali dan mempertimbangkan fakia-fakta yang mencerminkan kebenaran yang
scsungguhnya (Kebenaran Materil),
Dalam hukwm agraria:
Penguasaan fisik yang lama dan terbuka adalah indikator kuat kepemilikan
Seharusnya, ini menjadi dasar untuk menguji keabsahan sertifikat. NMamun justru diabaikan.

d. Kesalahan Hakim Membandingkan Secara Formal, Bukan Substantif
Majelis Hakim membandingkan:
Antara Sertifikat (formal) dengan Surat Keterangan (P-7). Namun yang seharusnya dinilai
adalah:
Kebenaran materil di halik masing-masing bulti,
Karena:
¥ Sertifikat bisa saja lahir dari proses yang cacat;

*" Surat keterangan bisa mencerminkan fakta penguasaan nyata.
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Sehinggea perbandingan ticak holeh hanya berdasarkan hentuk formal.

e. Tidak Dipertimbangkannya Rangkaian Bulkti Penggugat
Rahwa Penggugat tidak hanya mengajukan P-7, tetapi juga:
v Penguasaan fisik sejak lama;
v Pembayaran kepada KU,
¥ SPPT PBB atas nama Penggugat;
«  Keterangan saksi.
Sehingga, yang diuji scharusnya adalah keseluruhan rangkaian bukti, namun Majelis Hakim:
¥ Mengisolasi P-7,
¥ Lalu membandingkannya secara sepihak dengan sertifikat.
Ini merupakan kekeliran dalam penilaian pembuktian.

f. Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Substantif
Jika pertimbangan Majelis Hakim dipertahankan:
¥ Maks siapapun yang memiliki sertifikat, meskipun cacat, akan selalu dimenangkan.
Sementara pihak yang:
1. Menguasai tanah
2. Membayar kewajiban
3. Beritikad baik.

Justru dikesampingkan.
Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap pemilik yang beritikad

baik. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:
¥ Salah menafsirkan kekuatan sertifikat;
v Menganggap sertifikat scbagai bukti mutlak;
v Mengabaikan kemungkinan cacat hukum;
¥ Tidak menilai bukti secara menyeluruh.

Sehingga patut dinyatakan:
Cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang,

7. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menolak Petitum Kepemilikan Sah

Penggugat
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:
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Tidak terdapat cukup alasan vntuk membuktikan adanya jual beli antara Penpgugat dan
Sukadi, sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan schagai pemilik sah atas objek
perkara, (Hal 34 dari 42 hal. Putusan No. 6/Tdt.G/2025/PN Plj)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebapai
berikut:

a. Majelis Hakim Terlalu Terpaku pada Pembuktian Formal Jual Beli.
Bahwa Majelis Hakim hanya menitikberatkan pada:
¥ Tidak adanya bukti tertulis;
¥ Tidak adanya saksi langsung transaksi.
Namun mengabaikan bahwa, dalam hukum perdata, pembuktian tidak harus selalu melalui
bukti langsung (alirect evidence), tetapi dapat melalui:
¥ rangkaian fakea (circumstantiol evidence);
v indikasi yang saling berkaitan,

Sehingga, Ketiadaan bukti formal tidak serta merta meniadakan terjadinya jual beli,

b. Mengabaikan Rangkaian Fakta yang Menunjukkan Terjadinya Jual Beli
Bahwa terdapat fakta-fakia yang tidak terbantahkan:
v" Pengpugatl menguasal tanah sejak tahun 2003, dikuatkan dengan saksi yang dihadirkan
di persidangan :
- SAKSIJARWANTO
- SAKSIEDY SISWOYO
- SAKSI KASIMAN
¥ Penuzgugat melakukan pembavaran (kepada KUD), dikvatkan dengan SAKSI EDY
SISWOY,
v" Penggugat tercatat schagai subjek pajak (PBB);
v' Penggugat diakui dalam administrasi nigari;
¥ Tidak ada pihak lain yang menguasai tanah selama puluhan tahun,
Rangkaian ini sccara logis menunjukkan:
Telah terjadi peralihan hak (jual beli) meskipun tidak dituangkan secara formal.
Namun Majelis Hakim, mengabaikan keterkaitan antar fakta tersebut,

¢. Penguasaan Lama Merupakan Bukti Kepemilikan Secara Materil
Bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat selama =22 tahun:
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¥ Dilakukan secara terbuka;
¥ Tanpa gangguan;
* Tanpa scngketa

Dalam praktik hukum:
Penguasaan sepetti ini merupakan indikator kuat kepemilikan secara materil
Seharusnya, hal ini cukup untuk memperkuat klaim kepemilikan Penggugat, namun lidak

dipertimbangkan.

i, Kesalahan dalam Menilai Standar Pembuktian
Bahwa dalam perkara perdata berlaku prinsip:
Pembuktian berdasarkan keseimbangan kemungkinan (preponderance of evidence)
Artinya:
¥ Tidak harus 100% pasti;
¥ Cukup apabila lebih meyakinkan daripada sebaliknya.
Namun Majelis Hakim, menerapkan standar pembuktian yang terlalu tinggi (seoluh perkara

pidana).

¢. Mengabaikan Fakta Tidak Adanya Penguasaan dari Pemegang Sertifikat

Bahwa pihak atas nama sertifikat (Tumiran):
v Tidak pernah menguasai objek tanah padahal telah melakukan jual beli tanah objek

perkara sejak tahun 2012;
¥ Tidak memanfaatkan tanah;
¥ Tidak memiliki hubungan nyata dengan objek.
Seharusnya, hal mi menimbulkan keraguan serius terhadap keabsahan sertifikat tersebut

Namun Majelis Hakim tidak membandingkan dengan kondisi nyata di lapangan.

8. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Bukti Putusan Perkara Lain

(P-2)
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:
Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdi.G/2024/PN Plj, perbuatan Penggugat dinilzi sebagai

perbuatan melawan hukum, schingga Para Tergugat tidak cukup beralasan untuk
dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. (Hal 37 dari 41 hal. Putusan No.

6/1"dt.G/2025/PN Plj)
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Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai
berikut:
a. Kekelirnan Hakim Menggunakan Putusan Perkara Lain sebagai Dasar Penilaian
Bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Plj adalah:

¥ Perkara yang berbeda;

¥" Para pihak, objek, dan konstruksi hukum dapat berbeda,
Dralam hukum acara perdata berlaku prinsip:
Putusan hanya mengikat para pihak dalam perkara tersebut fres inter alios acta).
Sehingga, putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mutlak untuk menilai perkara @ guo.
Mamun Majelis Hakim justru menjadikannya sebagai dasar utama pertimbangan.

b. Tidak Tepat Menarik Kesimpulan Secara Sederhana dari Putusan Lain
Bahwa Majelis Hakim menyimpulkan:
v Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;
¥ Oleh karena itu Para Terpugat tidak melakukan PMH.
Kesimpulan ini keliru, karena:
Setiap perbuatan hukum harus dinilai secara mandir].
Tidak serta-merta:
¥ Jika satu pihak dianggap PMH dalam perkara lain;
¥ Maka pihak lain otomatis tidak melakukan PMH dalam perkara ini.

¢. Mengabaikan Fakta dan Bukti dalam Perkara a quo
Bahwa dalam perkara ini telah digjukan bukti-bukti:
¥ Dugaan cacat dalam peralihan hak;
¥ Ketidaksesuaian identitas dalam akta;
v Tidak adanya penguasaan oleh pihak pemegang sertifikat;
¥ Adanya rangkaian tindakan yang merugikan Penggugat.
Namun Majelis Hakim:
Tidak menguji secara mendalam fakta-fakta tersebut. Justru bergantung pada putusan perkara

lain.

d. Kekelirnan Logika Hukum dalam Menilai Perbuatan Melawan Hukum
Bahwa untuk menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus diuji:
¥ Ada perbuatan;
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¥ Ada kesalahan;
v Ada kerugian;
v Ada hubungan kausal.
Mamun Majelis Hakim:
¥ Tidak menguraikan unsur-unsur tersebut terhadap Para Tergugat;
v Tidak melakukan analisiz mandiri.

[ni merupakan error in judicando.

9. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Bukti SP2ZHP (P-3) dan STTLP
(P-4)

¥ Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2ZHP) Polres Dharmasraya.
Tanggal 13 Agustus 2025
Perkembangan hasil penyelidikan
Babwa berdasarkan perkembangan hasil penyelidikan, telah dilakukan permintaan
terhadap beberapa pihak, antara lain:
= Rushadi selaku pelapor
* Ninik Umaidah selaku saksi

Edi Siswovo selaku saksi

Oxdr selaku saksi

Zuhni selaku saksi

Saiful Bahri selaku saksi

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai keabsahan peralihan hak atas
tanzh objek perkara telah menjadi perhatian aparat penegak hukum, schingga
memperkuat bahwa perkara ini bukan sckadar sengketa biasa melainkan terdapat
dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan hak tersebut.

¥ Swrat Tanda Penerimaan Laporan Polres Dharmasraya.
Tanggal 18 September 2024
Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi
Penggugat juga mengajukan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi terkait dugaan
tindak pidana pemalsuan, dimana:
* Rushadi selaku pelapor
* Saiful Bahri selaku pihak terlapor, yang dalam perkara ini merupakan Tergugat 111

selaku Notaris/PPAT.

Laporan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan dalam proses pembuatan dokumen
yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah objek perkara.

Dengan adanya laporan tersebut, semakin memperkuat bahwa proses peralihan hak
yang terjadi patut diduga tidak dilakukan secara sah.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:
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Japoran/pengaduan tidak serta merta membukiikan kebenaran suatu peristiwa, serta
harus dibuktikan dalam proses pidana dan funduk pada asas praduga tidak bersalah.
(Hal 37 dari 42 hal. Putusan No, 6/Pdt.G/2025/PN P'lj)

Terhadap pertimbangan terscbut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai

berikut:

a. Majelis Hakim Salah Memahami Fungsi Bukti P-3 dan I*-4
Bahwa Penggugat tidak pemah mendalilkan:
SP2HP dan STTLP sebagai bukti tunggal adanya Perbuatan Melawan Hukum
Melainkan sebaga:
¥ Bukiti adanya peristiwa hukum yang disengketakan;
¥ Bukti adanya indikasi perbuatan yang merugikan Penggugat;
v Bukti bahwa perkara ini bukan rekayasa, melainken benar-benar terjadi konflik hukum.

Sehingga, Majelis Hakim Kelir menilai fungsi alat bukti tersebut.

b. Kekeliruan Mencampuradukkan Hukum Perdata dan Pidana
Bahwa Mapelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada:
¥ Prinsip pembuktian pidana;
v Asas praduga tidak bersalah.
Padahal perkara a quo adalah:
perkara perdata (Perbuatan Melawan Hukum)
Dalam hukum perdata:
v" Tidak diperiukan pembuktien “beyond reasonable doubt™;
¥ Cukup dengan keseimbangan pembuktian (preponderance of evidence)
Schingga Penggunaan standar hukum pidana adalah tidak tepat dan menyesatkan

¢. SPZHP dan STTLF Adalah Bukti Adanya Indikasi Peristiwa Hukum
Bahwa keberadaan:
1. STTLP (laporan polisi)
2. SP2HP (perkembangan penyelidikan)
Menunjukkan bahwa:
v" Telah ada laporan yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum;
¥"  Ada proses pemeriksaan awal;
v" Tidak serta merta dianggap tidak berdasar.
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Sehingga, Bukti tersebut memiliki nilai sebagai indikasi adanya dugaan perbuatan melawan

hukum.

d. Tidak Diperlukan Putusan Pidana untuk Membuoktikan PMH Perdata
Bahwa dalam hukum perdata:
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak mensyaratkan adanya putusan pidana
terlebilh dahulu.
Artinya:
¥ Tanpa putusan pidana pun;
v" PMH tetap dapat dinilai dan diputus oleh hakim perdata.
Namun Majelis Hakim seolah mensyaratkan:
Harus ada pembuktian pidana terlebih dahule. Ini jelas merupakan kekeliruan penerapan
hukum.

e. Majelis Hakim Mengabaikan Keferkaitan Bukii dengan Fakta Lain
Balwa bukti P-3 dan P-4 berkaitan dengan:

¥ Dugaan cacat peralihan hak;

¥ Indikasi penyimpangan dalam proses administrasi;

v" Kerugian yang dialami Pengpugat.
Sehinggza, Harus dinilai sebagai bagian dar: rangkaian pembuktian keseluruhan,
Namun Majelis Hakim:

v" Menilai secara parsial;

v" Lalu menolaknya secara keseluruhan,

f. Pertimbangan Hakim Bersifat Defensif terhadap Para Tergugat

Bahwa dengan menggunakan asas pradugs tidak bersalah:
¥" Majelis Hakim justru memberikan perlindungan berlebihan kepada Para Tergugat;
¥" Tanpa terlebih dahulu menguji secara objektif perbuatan mereka,

Padahal, Prinsip tersebut berlaku dalam hukum pidana, bukan untuk menolak dalil PMH dalam
perkara perdata

g. Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Akses terhadap Perlindungan Hukum
Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim dipertahankan:
¥ Maka setiap upaya korban melaporkan peristiwa hukum,
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Tidak akan pernah bemilai dalam perkara perdata.
Hal ini bertentangan dengan Hak atas perlindungan hukum dan akses keadilan.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:

. Salah memahami funpsi SPZHP dan STTLP;

2. Mencampuradukkan hukum pidana dan perdata;

3. Salah menerapkan asas praduga tidak bersalah;

4, Tidak menilai bukti secara komprehensif,

Sehinggea patut dinyatakan:

cacat penerapan hukum dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Padang.

10. PARA TERBANDING TIDAK HADIR KE PERSIDANGAN UNTUR
MEMBANTAH GUGATAN PEMBANDING

Bahwa Para Terbanding tidak Hadir ke persidangan untuk membantah dalil-dalil di dalam
gugatan Pembanding, sechingga Para Terbanding tidak mempertahankan hak-hak nya
sehagaimana vang telah dijelaskan dalam gugatan Pembanding;

IV. KESIMPULAN UMUM MEMORI BANDING.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian keberatan dan bantahan Pembanding (semula Penggugat)
terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mengandung Kesalahan Penerapan Hukum (Error in Law)
Bahwa Majelis Hakim telah:

1. Keliru dalam menerapkan hukum pembuktian perdata;

2. Mencampuradukkan prinsip hukum perdata dengan hukum pidana;

3. Salah memahami kekuatan alat bukti yang diajukan Pembanding.
Sehingga Putusan a guo tidak mencerminkan penerapan hukum yang benar.

2, Pertimbangan Hakim Tidak Lengkap dan Tidak Cermat
Bahwa Majelis Hakim:
1. Tidak menguji seluruh alat bukti secara menyeluroh;
2. Mengabaikan fakta-fakta penting di persidangan;
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1. Tidak menguraikan unsur-unsur Pecbuatan Melawan Hukum secora lenghkap.
SehinFza:
Putusan menjadi kurang pertimbangan (onveldoende gemotiveerd)

3. Terjadi Kekelirnan dalam Menilai Alat Bukti
Bahwa Majelis Hakim:
1. Menilai bukti secara parsial dan tidak komprehensif
2. Mengesampingkan bukti yang relevan tanpa alasan yang sah
3. Menganggap bukti Penggugat lemah tanpa analisis yang memadai

Padahal, seluruh alat bukti harus dinilai secara terpadu dan saling berkaitan.

4. Kesalahan dalam Menilai Kepemilikan dan Peraliban Hak
Bahwa Majelis Hakim:
1. Terlalu menitikberatkan pada keberadaan sertifikat;
2. Tidak menguji keabsahan perolehan hak atas tanah,
3. Tidak mempertimbangkan kemungkinan cacat hukum dalam peralihan hak.
Sehingga:
Penilaian terhadap status kepemilikan menjadi tidak objektf.

5. Kekelirnan dalam Menilai Perbuatan Melawan Hukum
Bahwa Majclis Hakim:
1. Tidak menguji seluruh unsur PMH secara lengkap;
2. Langsung menyimpulkan tidak terbukti tanpa analisis;
3, Menggunakan pendekatan yang kelira dalam menilai adanya pelanpggaran hukum.
Sehingga:
Kesimpulan mengenai tidak adanya PMH adalah tidak berdasar.

6. Penolakan Petitum Dilakukan Secara Berantai dan Tidak Mandiri
Bahwa Majelis Hakim:

1. Menolak petitum lainnya hanya karena petitum sebelumnya ditolak

2. Tidak melakukan pemeriksaan tersendiri terhadap masing-masing tuntutan
Sehingpa:

Putusan mengandung penalaran sickular (eircular reasoning)
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7 Tidak Menguji Keabsahan Sertifikat dan Peralihon Hak Secara Substantif

Bahwa Majelis Hakim:
1. Tidak menilai eacat hukum dalam penerbitan dan peralihan sertifikat;

2. Tidak menguji aspek formil dan materil dari hak atas tanah,

Sehingga:
Putusan hanya bersifat formal dan mengabaikan kebenaran materiil.

8. Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum
Bahwa akibat dari seluruh kekeliruan tersebut:
1. Hak-hak Pembanding tidak terlindungi;
2. Putusan tidak mencerminkan rasa keadilan,
Sechingga:
Putusan a guo tidak layak untuk dipertahankan
Berdazarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa:
1. Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung mengandung banyak kekeliruan hukum;
2. Pertimbangan hakim tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak objektit;
3. Penolakan gugatan PenggugatPembanding tidak didasarkan pada analisis yang memadai,
Oleh karena itu:
Putusan @ guo patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan selanjutnya
mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

V. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Padang untuk:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; ey
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 358 seluas + 7.500 M? atas nama TUMIRAN yang terletak

Magari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi
Sumatera Barat dengan batas batas:

Sebelah Utara dengan :  SLAMET
Sehelah Barat dengan : RUSHADI
Sebelah Timur dengan 1 JARWANTO
Sebelah Selatan dengan : SUNGAI
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10,

11.

. Menyatakan KUD LESTARI MULYA (Tergugat ), BAMBANG HERMANTO

(Tergugat 1), Notaris dan PPAT SYAIFUL BAHRLS.IL (Tergugat 1), BASUKI
dan DEWI SURYANTI (Tergugat IV dan Tergugat V) dan TUMIRAN (Tergugat
V1) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; i
Menyatakan pengalihan kepemilikan hak milik atas tanah @ gwo tersebut dari nama
SUKADI (Turut Tergugat 1) kepada NINIK UMAIDAH (Turut Tergugat 1)
melalui Akta Jual Beli No. 63/PPAT/XIVET-2002 pada tanggal 9 Desember 2002
yang dibuat oleh BAMBANG HERMANTO (Tergugat 11) tanpa dibadini oleh
SUKADI (Turut Tergugat 1) dan NINIK UMAIDAH (Turut Tergugat 11) adalah
tidak sah dan melawan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;------- -
Menyatakan pengalihan kepemilikan hak milik atas tanah @ quo dari nama NINIK
UMAIDAH (Turut Tergugat 1) kepada BASUKI dan DEWI SURYANTI
(Tergugat IV dan Tergugat V) melalui Akta Jual Beli No.S14/JB/TIT-2006 03 Maret
2006 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT SYAIFUL BAHRLS.H. (Tergugat 111)
tanpa dihadiri oleh NINIK UMAIDAH (Turut Tergugat IT) adalsh tidak sah dan

melawan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; ---

menyatakan pengalihan kepemilikan hak atas tanah o guo kepada TUMIRAN
(Tergugat V1) berdasarkan Akta Jual Beli No.15%/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang
dibuat oleh NOTARIS dan PPAT RAHMINI, 5.H.,M.Kn, (Turut Tergugat 111)
adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-
Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 358 yang tertulis atas nama TUMIRAN yang
terletak di Magari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya

Provinsi Sumatera Barat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;--—----
Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 358 yang tertulis atas nama
TUMIRAN vang terletak di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat berada dalam Penguasaan Pengadilan MNegeri
Pulau Punjung Kelas I1;-————eumeu- s
Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patub dan tunduk pada

putusan dalam perkara a guo, R s A S

Menghukum Para Tergugat secara tangung renteng membayar ganti Kerugian sebesar

Bp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-——---------————n--
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

secara tangeung renteng;------- e e——————
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Pulau Punjung, 06 April 2026

(1) LUKMAN FIRS SRD0 PUTRA, S.H., M.H

(2) RAHMAWATI NOVIA SIGIT, 5.H., M.H
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